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SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 12/PL.02.7-Kpt/3309/KPU-Kab/1/2021
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018
sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
dengan satu pasangan calon, KPU Kabupaten
menetapkan Pasangan Calon yang mendapatkan
suara sah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari
suara sah sebagai Pasangan Calon Terpilih pada
Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon;

b.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat
(4) dan (5) Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor
9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan
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Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Boyolali Nomor 446/PP.02.6-
Kpt/3309/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dan Perolehan
Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali
Tahun 2020;

bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Boyolali Nomor 311/PP.01.2-
Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan
Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-
Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pedoman
Teknis Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Boyolali Tahun 2020, Penetapan pasangan calon
terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil
Pemilihan paling lama 5 (lima) hari setelah
Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan
permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi
Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf
d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali
Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950
tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah
(Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950
Halaman 86-92),

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
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Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2015 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan
Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1567) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 20 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2015 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota Dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan
Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1385);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan
dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun
2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 Tahun
2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1763);
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 615);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana
Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
716) sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan
Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Boyolali Nomor 311/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-
Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kelima Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-
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Kab/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

Memerhatikan : 1. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 165/PAN.MK/01/2021 tanggal 20
Januari 2021 Perihal Keterangan Perkara PHP-
Gub/Kab/Kot Tahun 2021 Yang Diregistrasi di
Mahkamah Konstitusi;

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 60/PL.02.7-SD/03/KPU/1/2021
perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan
Serentak Tahun 2020;

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Boyolali Nomor 11/PL.02.7-BA/3309/KPU-
Kab/I/2021 Tentang Penetapan Calon Bupati Dan
Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan
Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOYOLALI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Mohammad Said Hidayat, S.H. dan Wahyu Irawan, S.H.
Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun
2020.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali

pada tanggal 21 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOYOLALI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
BUPATEN BOYOLALI

ttd.

ALl FAHRUDIN




